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: Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia) Nomor

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dbn Pasal
130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang  Pengadaan Barang/ Jasa Pemermtah
isebagaimana telah diubah beberapa kali terakhu,‘fdengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;" ‘tentang
Perubahan Kedua' atas Peraturan. Presiden - Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
‘Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit: l'.layansm

- Pengadaan (ULP) = yang  dapat membenkan

Pelayanan/ Pembinaan di bidang Pengadaan Baran g/Jasa,

‘bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dunaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organishm ‘dan
‘Tata Kerja Umt Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten
‘Maros. : ‘ S |

i
'!.4,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 i tentang
‘Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor - 74,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
1822); v = 3; 5?:.;{
Unda.ng-Undang Nomor 8 Tahun ‘1974 tentang; Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesm
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran‘l Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagalmana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahan 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor!8 Tehun
11974 tentang  Pokok-pokok Kepegawaian (ﬂ.e&nbaran

:Negara Republik ; Indonesia Tahun 1999 Nom r 1 69

P

3890) ' . kS

zUndang-Undang . Nomor 28 Tahun 1999lIE {ten Eal?g
.Penyelenggaraan : Negara Yang Bersih dan Bebb.s ‘S
‘Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lem}:xaran!f?l Nega,ra
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, R bal'ian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1’)} :

7

. -~'|
P H A"’

—t




10.

11.

12,

13.

Y :
.
:d,

¢l ' - !
.. B
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga,n
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Répubhk
Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang ‘Nomor 1 Tahun 2004 léentang

Perbendaharaan” Negara (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan mebaran

Negara Repubhk Indonesw. Nomor 4355); i E:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ‘ﬁentan g
Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk |
Indonesia Nomor 4400), '

Undang-Undang - Nomor 32 Tahun 2004 ‘fﬁent'sm'g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Léthbaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437), sebaghimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan* Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844), a

Undang-Undang - Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dah
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Répubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), ¥ f!

Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 2011 Htentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia | Nomor
5234); : :
R 3

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 bentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,. Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor 4578); !'- g

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 i:entang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelehggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesw.
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran -.Negara
Republik Indonesla Nomor 4593); .

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerntahar antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan: Daera.h
Kabupaten/Ko'ca (Lembaran Negara Republik Indonema
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran' 1,Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); o

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 fentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara REpubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lemba;an
‘Negara Repubhk Indonesm Nomor 5‘135), ?
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14. Peraturan Pre31den Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan ': Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh1r dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentenl Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,; 'R 1 o

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebuaka.n Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5:Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan (ULP); ",';,' 'flj "

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan: Aparatur Negara dan ;
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 iitentan
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa
dan Angka Kreditnya; ,

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan"Daerah

*(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor
o1); ~ -~ K

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun
2008 tentang = Penetapan Urusan Pemermtahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 'Maros

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Ta.hun 2008 "Nomor
7), : : i
20. Peraturan - Daerah- Kabupaten Maros Nomor 1 g "’l‘aﬂﬂn
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dihas
Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran
- Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11)

| 'MEMUTUSKAN : 2 G i

: ' WooEE
‘Menetapkan : PERATURAN BUPATI' TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
'ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT L{\YANAN PENGADAAN

KABUPATEN MAROS '

l

o zBA,B 1
| KETENTUAN UMUM

Pasal 1 b

Dalam Peraturan Bupati ini yang dunaksud dengan : : ot
1. Daera.h adalah Kabupaten Maros..

2. Pemerintah Daerah adalah Pemennta.h Kabupaten Maros.
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11,
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16.

Bupatx adalah Bupat1 Maros. S it
¥,

Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Maros.

1 d
Satuan Kerja Perangkat Daerah. yang selan_]utnya dlsebut SKPD adalah
organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung; Jawab
kepada Bupati dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang terdiri dati

Sekretariat Daerah, Sekretanat DPRD, Dmas, ‘Badan, Kantor dan
Kecamatan. ',.' fiw‘ f'-f;;.f -L
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnjra disebut pengadaan
barang/jasa adalah  kegiatan untuk memperoleh barang/] jass oleh

Pemerintah Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

'sampa1 diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang} Jhsa

Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daera.h atau
peJabat yang d1samakan pada institusi iain pengguna APBN/APBD. 5

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA :adalah peJabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau dltetapkan oleh Bupatl
untuk menggunakan APBD. : . .

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK; adalah peJabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaanbarang/ jasa.

.l
4

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemennta.h Kabupaten JMards
selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang

berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang penganggarannjra
melekat pada Sekretariat Daerah. :

Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah tim dan/ atau
kejompok kerja yang berjumlah gazal, beranggotakan pahng kurang:3 (tlga)
orang dan dapat ‘ditambah’ sesusdi ‘dengan kompleksitas pekexjaan, yang
bertugas untuk melaksanaka.n pemilihan penyedia pengadaan barang/ jasa.;

Jabatan Fungsmnal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa pemermtah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ;

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda buktl
pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan: iprofesi
d1b1dang pengadaan barang/jasa. '-

O S
Penyedla Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyedlakan barang/pekerjaan konstruksu/ jasa konshltanm/ jasa lamnya

Layanan Pengadaan Secara Elektromk yang selan jutnya d1sebut LPSE
adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektromk .

Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dﬂakukan untuk mencapm
tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa; yang tepat kuahtas,
tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan
aturan/prosedur, etika, kebljakan dan prinsip pengadaan :
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(1)

(2)

(1)

)

Q)

4)

P
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BABII B [
'MAKSUD DAN TUJUAN

Pas;:ai 2

.t | ey i
Peraturan Bupat1 ini dunaksudkan sebagai dasar untuk pelaksanaan
kegiatan ULP di Kabupaten Maros e b ,5'; |
Tujuan penetapan Peraturan Bupatx ini adalah untuk membantu |Bupat1
dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/ jasa agar; ; [proses
pelaksanaan lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai
pengadaan barang/ jasa pemerintah dan meningkatkan efektifitas, ,eﬁs1ens1,

transparan, persaingan sehat dan akuntabel P K

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP ULP |

i’
BABIII !‘

l

|

1

Pasal 3 :;!
‘. l
Membentuk ULP Barang/Jasa di Lingkungan Pemenntah Daerah yang
bersifat permanen berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir . dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah ~ i

#
i
i
,;,

ULP sebagamana dlmaksud pada ayat (1) di atas bertujuan untuk .

a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih tenntegras1 atau
terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaa.n,

b. memberikan pelayanan/pembmaan di bidang pengadaan barang/ Jasa,
dan

c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Pemenntah Daerah.

- Pasal 4 ' S f‘*-iéf

ULP berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan barang/ jasa di hngkungan
Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi yang ber81£at non
struktural dan lintas sektoral. | g; b A,;«gq

.'»'
|l i '

ULP sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) di atas berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupatl f' L {
Pemerintah Daerah menyedlakan anggaran untuk memblaym seluruh
kegiatan ULP. ‘ 4 B |
Penganggaran ULP melekat pada Sekretanat Daerah melalul” 'Bag1an
Pembangunan dan Program Sekretanat Daerah. | ’f

' a 3 4 i iffj'; :
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

"Pas’al 5 ;

Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelengaraan pengadaan
barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya penganggarannya bersumbe,r
dari Anggaran Pendapatan BelanJa Negara dan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. . ¥ | o
: l RN G
Keanggotaan Kelompok Kerja ULPwa _ub ditetapkan untuk: RN
a. pengadaan barang/pekexjaan Konstruksi/Jasa Lamnya dengan\ hﬂal.dl
atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -";
b. pengadaan jasa konsultasi denga.n nilai di atas Rp 50.000.00:. 0;'— (hma
puluh juta ruplah) ‘ : ,;I e
Pengadaan barang/peker_;aan konstruksi/jasa lamnya dengan nﬂaJ| palin"g
tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadéan jasa
konsultansi dengan milai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dilaksanakan oleh ULP atau menunjuk Pejabat PengaLdaLanI untuk
lintas sektoral berdasarkan permintaan dari institusi lainnya. i X

,_ '
BAB IV .
SUSUNAN ORGANISASIDAN URAIAN TUGAS

I
l

Bagian Kesatu : P ,
Perangkat dan Hierarki Organisasi -, : ) ;

Pasal 6 3
Susunan organisasi ULP terdiri dari: i L
a. Kepals; u e w
b. Sekretariat; 5 i £
c. Kelompok Kerja (PokJa), : o
d. Jabatan Fungsional. . . ... B .:4 car
Kepala ULP sebagaimana yang dimaksud pada ayat . (1) huruf a, d1p1mpm

oleh 1 (satu) orang kepala serta berada di bawah dan bertanggung, Jawab
kepada Bupati.

Sekretariat ULP sebagaimana yang dimaksud padét ayat (1) huruf : b
dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris serta berada di bawa.h dan
bertanggung jawab kepada Kepala ULP .|

Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) h'uruf 'C,
dipimpin oleh 2 (dua) orang koordinator pokja serta berada di bawah dan
bertanggung_]awab kepada KepalaULP ¥ u T
Koordinator PokJa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ,adalah
Koordinator Pokja Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultanm serta
Koordinator PokJa Pengadaan Barang dan Jasa Leunnya 5 B
| i !
Jabatan Fungsional sebagaimana ya.ng dimaksud pa,da ayat (1) huruf: d,
adalah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemenntah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP

Bagan Struktur Organisasi ULP tercantum pada lampxran I yang merupak
bagian yang tidak terplsahkan dan Peraturan Bupati un.

.‘ :

v vfi"_.’?".,!, {



(1)

(3)

(5)

)

(2)

i

. Baglan Kedua ' i
- Uralan Fung31 dan Tugas ’ i
i

!

l

M

Pasal 7 . 'll .

Kepala ULP sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

mempunyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengadaa.n
barang/jasa dﬂmgkungan Pemerintah Daerah.

,ul

i } ke ..
Kepala ULP dalam melaksanakan fungsi sebagmmana dimaksud paia ayg,t
(1) di atas mempunyau tugas:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh keglatan ULP; ! 5?

b. menyusun dah melaksanakan strategi pengadaan barang dan Jasé ULP

C. ~menyusun program kerja dan anggaran ULP; ¢ C

d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan baraﬂg/ jasa di ULP dat
melaporkan ~apabila ada penyimpangan dan/ atau |md1ka81
penyimpangan; N

e. membuat laporan pertanggun.awaban atas pelaksanaan .keglatan
pengadaan barang /jasa kepada Bupati;

f. mengamankan seluruh dokumen pengadaan baik: melalm aphkas1 SPSE
maupun di luar aplikasi SPSE; g

g melaksana.kan pengembangan dan pembinaan sumber daya manus1a
ULP; A ‘ o

h. menugaskan anggota pokja ULP sesuai beban kexja masmg—masmg,

i. 'melaksanakan penilaian kinerja penyedia barang/jasa;

j.

mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota pokJa
" ‘'ULP kepada Bupat1

Kepala ULP dalam menugaskan anggota Pokja ULP sesuai beban kexja
masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf h

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bers1fat sementara, : dunaha
tenaganya bersumber dari beberapa SKPD.

A L
Dalam menugaskan anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperﬁaukan
kompetensi, tanggung jawab, volume kerja, besaran dana dan jenis kegiatan
pengadaan serta rekam jejak anggota Pokja ULP dengan memperhaukan

masukan, saran, dan pendapat Sekretaris ULP dan Koordmator Pok]a ULP
pada masing-masing bidangnya. .

Kepala ULP sebagmmana dimaksud dalam Pasal 6 a.yat (1) huruf a dapai

merangkap dan bertugas sebagm anggota Pokja ULP. Ty
; ! _:,] RN
X o) :-

Pasal 8 ;e

l; ;f |.
Sekretans ULP sebagmmana dnnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
mempunyai fungsi pelaksanaan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan,
perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawamn, penenmaan
tamu dan adrmmstram persuratan 5 _f;; |

Sekretaris ULP sebaga1mana dunaksud pada ayat (1) di atas, mempunym

tugas: Bt S

a. melaksanakan pengelolaan "urusan  keuangan, kepegawa1an,
ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; A

b. menginventarisasi dan menverifikasi paket-paket yang i akan
~ dilelang/ diseleksi; o bl



(1)

(@)

(3)

(1)

c. menylapkan dokumen pendukung dan mformas1 yang dlbutuhkan oleh
Pokja ULP, i

[ Y :rw
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyed1a ‘barang/j Jasa. yang
dilaksanakan oleh Pokja ULP;

e. mengagendakan dan mengkoofdmasﬂcan sanggaha.n yang d13ampa1kah
oleh penyedla\barang/ jasa; g

f  menggelola sistem pengadaan’ dan sistem 1nformas1 data manajemen
pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/j Jasa,

memberikan masukan, saran;dan pendapat deﬂam penugasan Pokja
ULP; 1

h. mengelola arsip dokuimen pengadaan barang/j Jasa, ; ol L 1

i.. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun
laporan; dan

j. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pen&uku

ULP dalam proses pengadaa.n barang/jasa. ,, ;
= i }

Sekretaris ULP sebagmmana dunaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f:) dapat

merangkap dan bertugas sebagal Pokja ULP. » o

Y
Pasal 9 |

Koordinator PokJa ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 layat ( )
mempunyai fungsi membantu Kepala ULP dalam menyusun da.n
melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa sertq pelaksanaan } tekms
pengadaan barang/ Jasa pada masing-masing bxdangnya

: g.:{
'.":"«lw.g

Koordinator Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1 atas

mempunyai tugas : &

a. menyiapkan format dokumen yang d1butuhkan oleh Pokja i dalam
‘pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b. membantu Kepala ULP, dalam menyusun dan melaksanakan.. strateg1
‘pengadaan barang/jasa ULP pada masing-masing.bidangnya;

c. membantu Kepala ULP dalam melakukan pemantauan dan evaluas1
‘terhadap pelaksanaan pengadaa.n barang/j _]asa, ULP pada masmg-
masing bidangnya;

d. memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada Kepala ULP da.lam
menugaskan anggota Pokja ULP pada masing-masing bidangnya; | :

e. membantu Kepala ULP dalam melaksanakan pengembangan dan
pembinaan sumber daya manusia ULP pada masing-masing bidangnya;

f. membantu Képala ULP dalam melaksanakan penilaian kinerja penyed1a
- barang/jasa pada masing-masing bidangnya.

Koordinator Pokja, ULP sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat
merangkap dan bertugas sebagau PokJa ULP.

oo i

Pasal 10 SRR

Kelompok KerJa ULP sebagaumana d1maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas:
a. melakukan kaj ulang terhadap rencana umum pengadaan, spes1f‘ 1kas1,

harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak pada paket-paket yaffg
akan dilelang/diseleksi; _ _



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

b. mengusulkan: perubahan harga perkiraan sendiri, kerangkar; lacuian
kerja/spesifikasi teknis pekeqaan dan rancangan kontrak kepada PPK,
apabila diperlukan;
C. menyusun rencana pemlhhan penyedia barang/ jasa dan menetapkan
dokumen pengadaan;’ il i
d. melakukan pemilihan penyed1a barang/ Jasa mulai dari pengumuman
kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan,| i
e. mengusulka.n penetapan pemenang kepada PA pada anggaran] APBN
dan Bupati ‘pada anggaran APBD untuk penyedia barang/ pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000. 000 000;-
(seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bermleu d1
atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh mllyarruplah) melalu1 Kepa]aqULP it
f. menetapkan besaran nominal jaminan penawara.n (apabﬂa
dipersyaratkan); ‘ ,| S
g  menetapkan penyedia barang/jasa untuk: N i
1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya - yang bermleu 'l palmg
tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); ‘ ]

2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa
konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000. 000 000 ;-

(sepuluh milyar rupiah), -
h. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Selekm kepada PPK
melalui Kepala ULP;
i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaa.n barang/ Jasa
kepada Kepala ULP;

j.  memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenm pmyedla

‘barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan
: pelanggaran lainnya; dan

k. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahh kepada Kepala ULP

Kepanitiaan PokJa ULP terdiri dari Ketua Pokja, Sekretans PokJa, dan
Anggota Pokja.

[ i .l'u P Il JI ii:“i i

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap Anggota Pok;a ULP
mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang
ditetapkan berdasarkan mufakat dan/ atau suara terbanyak |
Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dxmaksud pada ayat (],]
huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.

‘;;

Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi PeJabat Pengadaan d1 luaﬁﬂ
ULP. .

Pokja ULP dalam ‘melaksanakan tugasnya mengacu pada pedoman umum

pelaksanaan pengadaaan barang/j jasa yang akan dlatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati lainnya. ‘ 57_':_
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Pasa.l 11 : |
Jabatan Fungsmnal sebagatmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d
mempunyai fungsi sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pe ngadaan
barang/jasa pada’ Pemenntah Daerah. ;.. L

Jabatan Fungsional sebagau!nana dimaksud pada ayat (1) di atas merupa.kan
Jabatan karier. ‘ ‘ ;
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(3) Jabatan Fungsmnal sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) d1 ataé

(1)
(2)

3)

(1)

mempunyai tugas sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan. Menteti
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi’ Birokrasi Repubhk
Indonesia Nomor 77 Tahun 2012: tentang Jabatan ‘Fungsional Pengelola
Pengadaaan Barang/Jasa dan AngkaKredltnya ¥ .:, i’
]

. 5] 1' ]
Pasal 12 , ! ! ,45“-' :

B ll g{'~~:.

ULP sebagai unit orgamsas1 dlbantuoleh staf sekretanat/ staf pendukunga

Cur

Staf sekretariat/ staf pendukung sebagaimana dimaksud pada aya.t'1 (1) di
atas terbagi dalam urusan verifikasi dan umum, urusan pelaporan dan '
pengendahan, serta urusan dokumentasi dan pengarmpan 5

.h ‘.Z

Tugas staf sekretanat/ staf pendukung ULP diatur’ lebih lanJut " da.lam
Keputusan Bupau . i f iy

L

BAB V R it
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu 3
Pengangkatan n

Pasal 13 h "‘, | ‘:«;.Vh

Kepala ULP, Sekretaris ULP, Koordinator Pokja ULP dan Anggota PokJa ULP
di angkat oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagm benkut
a. Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan:

‘ memiliki status sebagai Pegawai Negeri Slpll _ S i
memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (semua _]urusan),
memiliki kualitas teknis dan manajerial; L
memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, : ;o
memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan
barang/jasa pemerintah; - "
f.  memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja
pengadaan;
memiliki sertifikat keahhan pengadaan barang/jasa pemermtah
tidak mempunyai hubungan keluarga dengan peJabat ya.ng
mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala ULP; dan ... 4|
i. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawa.lan untuk

jabatan yang setara

i,

oRO0oP

B0
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b. Sekretaris ULP wajib memenuhi persyaratan: ’
a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; -
b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemenntah
c. memiliki integritas moral, disiplin dan tahggung Jawab da.l
' melaksanakan tugas; | R .;‘;‘,._é
d. memahami keselumhanp§keqaan yang dﬂaksanakan, ” e
~e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan peJabat yang
mengangkat dan menetapkannya sebagai Sekretans ULP - i
c. Koordinator PokJa ULP dan Anggota Pokja ULP waj1b memenum
persyaratan :-

\!. ‘Ti,' .
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(2)

(1)

(2)

(3)

B N ED
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a. memiliki status sebagai Pegawm Negeri Sipil;

b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemennlah

c. memiliki integritas moral; disiplin dan tanggung Jawab ldalam
~ melaksanakan tugas; . o I

d. memahami keseluruhan pekerjaan yang dﬂaksanakan i :

e. memahami jenis pekexjaan tertentu yang menjadi tugas. pokJa

pengadaan, : i
f. memahami isi dokumen pengadaan, metode dan prosedur
- pengadaan berdasarkan peraturan yang berlaku;
g tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pe Jabat, yang
mengangkat dan menetapkannya sebagai Koordmator Pokja ULP
dan Anggota Pokja ULP. .
o
Jabatan Fungsional diangkat oleh pejabat pembma kepegawman ,sesum
dengan peraturan perundang-undangan setelah m'emenum persyaratam
dengan ketentuan: sebagm berikut:
a. pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam: Jabatail
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa harus memenuhi syarat: |
a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IVlsesueu
kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP;
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IIl/ a; i [
memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; dan
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP- 3), palmg
rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
b. Pegawai negeri 'sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsmnal
pengelola pengadaan barang/ Jasa dapat dlpertlmbangka.n dengan
‘ketentuan sebagai berikut: !

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dlma.kSud dalam Pasa.l 13
ayat 2 huruf a;

b. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/j Jasa pahng
sedikit 2 (dua) tahun;

c. telah mengikuti danlulusifiklat ahli pengadaan ‘barang/ Jash:tmgkat
pertama

.d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan -
e

tersedianya formasi untuk jabatan fungsmnal pengelola pengadaan
barang/jasa. EEEENGY

i-.»f‘?.%.
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Pasal 14 - fi-i L m

Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud da.larri Pasal 13 dﬂakukau.?
oleh Tim S Ekeksi. :

1

Tim Seleksi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) di atas terdiri da.n. unsur
Bupati selaku Ketua Tim, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah

Kabupaten Maros, dan Badan Kepegawalan Daerah dan Diklat Kabupaten
Maros.

;; ‘.-. ,‘ ‘.r-: ;

’I‘ugas dan tanggung Jawab tim seleks1 akan dlatur leb1h lanJut da]am
Keputusan Bupau _ 4 | Ol

i
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(1)

(1)

( 2 JULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.
(3

(4)

(5)

(1)

(2)

e
o

Bagian Kedua H
Pemberhentian - P o

| Pas;;al 15 ;‘ | o i

-
Kepala ULP, Sekretans ULP, Koordinator Pokja ULP dan Pokja ULP
diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan: L
a. pendapat pejabat pengawasan internal, L
b. pendapat Pengguna Anggaran; dan hoo
c. masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang/ Jasg pemenntah L ]

Pemberhentian pejabat fungs1ona1 dari jabatannya dilakukan oleh Pe Jabat
Pembma kepegawaian sesua1 peraturan perundang-undangan

: BAB VI G
TATA KERJA MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 16

ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan keqa dengan unit kerja yang

aken memanfaatkan barang/ jasa yang diadakan dé.n unit kerja ,terkalt
lainnya.

o
v ¥
v

ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Tim Koordmas1 dan
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Marqs ) ;! }

Tim Koordinasi dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Maros
terdiri dari unsur Badan Pengawasan Keuangan:' dan Pemba_nkunan,
Kepolisian Resort: Maros, Kejaksaan Negeri Maros, Inspektorat Daerah'
Kabupaten Maros serta perwakilan unsur masyarakat

Tugas dan tanggung jawab Tim Koordmam dan Perigendahan Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Maros akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan

Bupati. , ! o

: Pasal 17 '

. H; B,

Hubungan ker_la ULP dengan umt kerja yang akan memanfaatkan

barang/jasa yang diadakan meliputi:

a. penyampaian- laporan periodik tentang proses dan hasﬂ
pelelangan/seleksi pengadaan barang/jasa;

b. memberikan ‘pedoman dan ‘petunjuk kepada' unit kexja da.lam
penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa; dan

c. pelaksanaan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan
: pengadaan yang dlbenkan Pengguna Anggaran. 7

Hubungan kexja ULP dengan LKPP mehpuu : :

a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/j Jasa sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP; i ity

b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesman
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/;asa,

c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

i, o EA
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(3)

(1)

(2)

(3)
4)

(S)

(1)

(2)

)

ULP melaksanakan pelelangan secara elektromk melalui aphkas1 SPSE.

aly

-f.:; i T

d. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebljakan
pengadaan barang/ Jasa s | p

-;,!
g0
‘

Hubungan kerja ULP dengan Tim Koord1nas1 dan Pengendahan Pengadaan

Barang/Jasa Kabupaten Maros, meliputi:

a. penyampaian masukan untuk perumusan strateg1 dan kebl_]akan
pengadaan barang/jasa; LI N

b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesalan
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/ jasa; i b

c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan ;; r

d. pengawasan pelaksanaan dalam rangka tmdakan pencegahan dan
‘pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/j jasa. ;

. 2 ,‘.:.'",}‘I?
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Pengguna Anggaran mengajukan permohonan proses pemlhhan kepadil
Bupati berdasarkan Rencana Umum Pengadaan dan bahan dari PPK: tentang
paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan'i melampirkan ha.rga
perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerjd, spesifikasi . teknis
barang/jasa, gambar, rancangan kontrak baik berupa hardcopy maupun
softcopy.
Atas persetujuan dan rekomendasi dari Bupat1 Kepala ULP segera
menginformasikan daftar paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada Koordinator Pokja ULP melalui Sekretaris ULP sesuai bidangnya.:

Kepala ULP menugaskan Pokja ULP sesuai dengan daftar paket pekeljaan
pada masing-masing bidang tugasnya.

Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera melakukan
koordinasi dengan PPK terkait dengan proses . pemilihan penyedla
barang/jasa dari paket pekerjaan tersebut melalui Kepala ULP. "

Alur hubungan kerja ULP tercantum dalam lamp;.ran B yang merupakan
bagian yang udak terplsahkan dan Peraturan Bupati ini.

;JJ RS

~ BAB VIl
PEMBIAYAAN

‘Pasal 19 g

Pegawai Negeri yang ditugaskan di ULP berhak menenma msenttf k1ner1a
dan/atau honor dan/atau tunjangan yang besarnya sesuai dengan
kemampuan daerah dengan memperhaukan beban kexja

i

o
l

Insentlf kinerja dan/atau honor dan/atau tunJangan dtmaksud pada. ayat(l)
ditetapkan dengan Keputusan Bupat1 Maros sesuai peraturan perundang-,
undangan :

Biaya pendukung lamnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa
dibebankan kepada masmg-masmg unit kerja yang akan memanfaatkgn
barang/jasa yang diadakan.
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Pasal 21 | A il

Segala b1aya ya.ng timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan ULP

~ dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros
tahun anggaran berkenaan. a oy f
G S
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KETENTUAN PENUTUP . . Rt

' "‘ '4 i
Pasal 22 ":' *!
Dengan berlakunya Peraturan Bupatl ini, maka Peraturan Bupati Maros INornor
05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/ Jasa KabUpaten Maros d1cabut dan dinyatakan udak berlaku.

| Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros j

‘ .tapkan di Maros

Sagikatanggal 02 Januari 2014 e
\ I '-
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' A RAHMAN, MM
Diundangkan di Maros
ada_tanggal 02 Januari 2014
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NP : 19600909 198603 1029 - . R
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS
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TANGGAL

TENTANG; :
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PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI ©* DAN TATAi KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN| (ULP)
BARANG/JASA - DILINGKUNGAN
PEMERINT KABUPATEN MAROS
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Rekomendasi '

KP_APPK

N KEPALA ULP

PPHP |
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Penilaian:
Kinerja |
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SEKRETARIS ULP

Tidaks | | -
Lengkap; | W
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